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BUPATI KOI{AWE SELATAN

bahrrra dalain ranl;ka rlrewujudk"an penyelenggarmn-Otonomi Daerah

dengan titik berat'pada Daerah Kabupaten, tnaka perlu pendayagunaan

sel#uh potensi Peridapatan Daerah baik dari sektor Pajak, Retribusi dan

Sunber -sumber lain yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah

Daerah;
bah,*,a dengan di:r:rahkannya setragian urusan Pemerintahan cii bidang

fepariwisai,an kr:pada Daerah berdasartan Perattnan l)aerah Provinsi

Suiawesi Tengga,'a Nonior 4 Tahun 1995, perlu segera dilakukan

lalgka6--langtati pembinaan Operasional sehingga setiap kegiatan

Kefariwisataan yarig ada dr Daerah dapat berkembang pesat dan terarah;

bahwa guna penge,rrburrgun sektor kepariwisataan harus dibarengi dengan

upaya 
-peprbinaa,', 

1*r',..fibun clan pengawasan tertradap Ob.vek --obyek

Wisaat di Daerah tlabupaten Konawe Selatan daiam upaya meningkatkaii

Pendapatan Asl i Daerali;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan o di atas, maka

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun !957 tentang Peraturan Umurn

Retribusi L-raerah ( Lerniraran Daerah RI Tahun 1957 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 1288);

Undang - unclong Nomoi 29 Tairun 1959 tentang Pemberrtukan Daerah -
daerahiingkat li<li Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun i959 Nomor

T4,Tatnbaltan Letnbaran Negara RI Nornor 1822);

Undang - undarrg Nornoi 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

( Lem[aran Negar-a RI Tahun 1990 Nornor 13, Tarnbahan Lembaran

Negara RI Nornor 2888);

Uniang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

( Lemiaran Negara Rl 'lahun 2004 N6mor 125. Tarnba6,an lrmbaran

Negara RI Nornor 4437);

Uniang - undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan

antara-Pemerintalr Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tamllahan Lembaran Negata RI Nomor a438);

Undang - uncang Nornor 4 Tahun 2003 tentang Pembentulian Kabupaten

KonaG Selatan cli Provinsi Sulawesi Tenggara ( Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor a267);
Per-aturan Pemerintah Norircr 25 'lahun 2000 tentang Kervenangan

Penrerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran

Negara RI Nordlx 952);
Per-aturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Palak Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lembaran

Negara RI Nonror al38);
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9 Keputusan Mentori Kehakiman Nomor 04 - PW. 07.03 Tahun 1984
tsntang Wewenang Fenyidik Pegawai Nlegeri Sipil;
Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 70

/PW.105iMPPT/1985 Tentang Peraturan Umum Rekrcasi dan Hiburan
Umum:
Keputusan Menteri Dalam l.iegeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Keputusan Ment,:ri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Prol'ek Percoutohan Otonomi Daerah pada Daerah Tk II;
Surat Keputusarr Bersama (SKB) Dirjen Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alani dengan Dirjen Parirvisata Nomor 17 / KPTSiVI Tahun
1987 tentang Pc.Coman Pembenfukan Kornisi Kerjasarna Pemanfaatan
Obyek Wisata Daerah;
Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Peiestarian Alam Nomor
12l KPTS/ DJ-VI1 i987 tentang Pengaturan Pengunjung Taman Nasional
dan Wisata Hutarr;
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flengan Persetujuan Bersama

DEII'AN PERWAKILAN RAKYAT DAEI{.AH
KABUP'TAEN KONAWE SELAT.{N

DAN
BUPAI'I KONAWE SELATAN

MEM[J'fUSKA],[

Menetapltan PER,{.'[URAN DA'RAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG REI-RIBT-ISI NIASUK OBYEK IVISATA

BAB I
KETE]I{TUAN UllIUM

Pasal 1"Dulu* 
Peraturan Daerah ini yang dirnaksu,J clenl;an .

a. Daerah adalalt Kabupaten Konawe Selatar;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati besr ita Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah

Otonom;
c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan:
d. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan l;ariwrsata adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan;
e. Retribusi Masuk Obyek Wisata adalah Pungutan Pernerintah Daerah terhadap masyarakat yang

memasuki Obyek Wisata sebagai imbalan jasa terhadap Pernerintah Daerah yang mengelola dan
rnenyediakan Sarana dan prasarana Obyek Wisata,

f. Obyek Wisata adalah Perwujudan dari rasa ciptaan Tuhan dan Hasil Karya Manusia, tata seni
budaya serta sejarah bangsa dan tempat atas keadaan alarn yang mempunyai daya tarik untuk
tlikunj ungi Wisatauan;

BAB TT

PENGUSAHA.AN DAN R,ETRIBTJSI

Pasal 2
Dalam Daerah dipungut Retribusi terhadap setrap orang dan kendaraan yang memasulii Obyek Wisata
dengan nama Retribusi Masuk Obyek Wisata.

Fasal 3
c Pengusahaan Obyek Wisata dibangun dan dibina oleh Pernerintah dan / atau dapat bekerjasama denganr' pihak swasta dengan penyediakan sarana dan prasarana ssrta jasa iainnya dengai mengembangkan dan

memanfaatkan sumber daya wisata yang terdapat di Daerah.
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ta Pasal 4
Obyek Wisata sebagairnana dirnaksud pasal 3 Pe raturan Daerah ini yaitu.

. Obyek Wisata Air Terjun Moramo;
c Obyek Wisata Torobulu;
o Obyek Wisata lainnya yang dikelola dan ditetapkan oleh Pernerintah Daerah

BAB XII
SUBYTK DTIN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 5
Yang menjadi Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang atau kendaraan yang memasuki
obyek wisata.

Pasal6
Yang menjadi Obyek dalarn Peratumn Daerah ini adalah Penggunaau Obyek Wisata.

BAB tV
BESA.RNYA PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7
(1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai

berikut :

a. Orang Dewasa
b. Anak - anak
c. Rornbongan Mahasiswa
d. Rornbongan Pelajar
e. Kendaraan Roda 4
f. Kendaraan Roda 2
g. Kendaraan Sepeda
h. Perahu Motor
i. Perahu Dayung
j. Gerobak dan Becaki

000,-
500,*
500,-
500,-
500,-
000,-
500,-
000,-
500,-
500,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1I

2
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1

I orang;
/ orang;
/ ctramg;

I orang;
/ buah:
/ buah;
i buah;
/ buah;
/ buah;
/ buah;

1\

k. Kapal Motor Rp.10.000,- / buah;

. *(2) Semua hasil pungutan retribusi dirnaksu<J ayat (l) pasal ini segera disetor ke Kas Daerah melalui
Bendahara Penerirna Dinas Pendapatan Daer:h selarnbat - lambatnya 5 (lirna) bulan berikutnya;

(3) Kepada Petugas Pernungut Retribusi dirnaksud diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen)
dari jurnlah setoran.

Pasal 8
(1) Setiap orcng dan kendaraan yang hendak memasulri Obyek Wisata wajiLr mernbeii Karcis Tanda

Masuk sebagai buki pelunasan retribusinya;
(2) Pada setiap pintu rnasuk obyek wisata didrrikan pos pemungutari rekibusi;
(3) Pada setiap pos pemungutan dirnaksud a1,at (2) pasal ini diternpatkan 2 (dua) orang petugas

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;
(4) Isi, Bentuk, warna dan Kualitas Karcis Tanda lr4asuk dan Tata Cara Pemurrgutannya akan diatur

kemudian dalam Keputusan Bupati Konawe lielatan.

BAB V
PEI\{BAG IAN PENB RIMAAN

Pasal 9
(l)Hasil penerimaan bersih retribusi dimaksud rlalam Peraturan Daerah ini dilakukan pembagiandengan

Pemerintah Desa seternpat sebagai berikut ;
a. Pemerintah Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
b. Pemerintah Desa sebesar 30 ot'o (tiga puluh persen).

- {2\ Penerimaan Daerah dan Penerimaan Desa masing - masing dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, bagi Pemerintah Daeratr dalam Anggaran Peirerimaan dan Purgeluaran Keuangan

*t Deso bagi Feirrei'iriratr Desa sebagai Penenirraiir, Asti ilaerah dan DE"a.

\

)

\\.



4

BAB VI
PELAKSANI.AN T}AN PENGAWASAN

Pasal l0
pelaksana pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas
pendidikan Keludayaan dan Pariu'isata Kab',rpaten Konarve Selatan yang ditunjuk oleh Bupati Konawe

'Selatan.

Pasal Ll
pengawas atas pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Fendapatan

Daeiah Kabupaten Konwe Selatan cian lnspcl<torat Wilayah Daerah Konawe Selatan.

BAI} VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal l2
(l) Barang siapa yang tidak mentaati Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada pasal 2 dan pasal 7 ayat

(1) Peiaturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau

Denda setinggni- tinggninya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VITI
PI]NYIDIKAN

Pasal 13

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melal<ukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dirnakr;ud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, menguinpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap danjelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkarr keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakuhan sehubungan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan d<lkumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana

dibidang Perpajakan Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli daianr rangka peiaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di

bidang Perpajakan Daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang s(,seorang meninggaikan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa

sebagaimana dirnaksud pada huruf a;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan T'lndak Pidana Perpajakan Daerah;

i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. N4enghentikanPenyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang peilu untuk kebenaran Fenyidikan Tindak Pidana di bidang

Perpajakan Daerah menurut hukuri yang dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menrberitahukan dimulainya Penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannva kep,:da Penuntut Umum, sesuai keteutuan yang diatur dalam

Undang-undang Nornor 8 Tahun '1981 
terrtang Hukuin Acara Pidana.

BAB IX
. KE'I'ENTUAN }'T]RALIHAN

Pas:.1 l4
-, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, mak;r segala ketentuan yang pernah trerlaku dan bertentangan
r dengan Perafuran Daerah ini dinye.takan tidak berlaku.

il

\

tl



5

I Pasal 15

Har _ har yang berum dalanr peraturan Daerah ini, akan diatur ke*rudian dengan Keputusan Bupati

r*punj un g nienyan gkut peraturan pelaksanaannya'

BAB X
KETENTIIAN PENU UP

Pasal 16

.;\

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundanglcan'

Agar supaya setiap orang dapat mengetrJhirirry;r memeri,rtutt u, pc,gundangan peraturan Daerah ini

dengan penempatarnvu Juiu* Lembara,i Daerah l{.abupate. Konawe Selatan'

*
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